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BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG

NOMOR 33 TAIIUN 2022

TENTANO

PENJABAMN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAEMH

TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang :

Mengingat: 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG.

ba-hwa untuk melal{sanal{an ketentuan Pasa.l 9 Peraturan
Daerah Nomor 4 Tal\un 2022 tentang Pertanggungjawabal
Pelaksalaan Anggamn Pendapatan dan Belanja Daerah Taiun
Anggaran 2Q21, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungiawabal Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasa-r Negara Republik
Ta-hun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentalg
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat t Bali, Nusa Tenggara Ba-rat dan Nusa
Tenggara Timur {L€mbaran Negara Republik Indonesia
?ahun1958 Nomor l22,Tambahan lemba,ran Nega,ra Republik
Indonesia Nomor 1655):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajal< Bumi
dan Bangunan (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambaian I,e mbaral Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Peruba-han
Atas Undang-Undang Nomor 12 Talun 1985 tentang Pajak
Bumi dal Bangunan (Lembaral Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Talun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dal
Nepotisme (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun i999
Nomor 75, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahar k)mba-ran Negara Republik Indonesia
Nomor 42861:

2.

3.

4.

5.



6.

7.

9.

8.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaar Nega.ra (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lemba.ran Negara Republik
lndonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66,Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
44OO);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaal Pembangunan Nasional (Lembarar Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4 , Tambahan
IrmbaJan Negam Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuaigai Anta,ra Pemerintal Pusat dan
Pemerintahan Daeral (Lemba.ran Nega,ra Republik Indonesia
Tal\\ 2022 Nomor 4, Tarmbahan Lembaran Nega.ra Republik
Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan daJI Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lemba-ran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O01 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090);

11. Peraturar Pemerintai Nomor 23 Tahun 2005 tentarg
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimara telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahttn 2Ol2 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Nega,ra 2012
Nomor 171, Tambaian Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340):

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerai (Lembaran Nega-ra Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Nega-ra Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubaian Atas Peraturan Pemerintal Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daera-h

{Lembaran Negara Republik Indonesia 2o1o Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);

13. Peraturan Pemerintai Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-hun 2006 Nomor 25,
Tambahan kmba-ran Negara Republik lndonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 5,
Tambahan l,embaJa! Negara Republik Indonesia Nomor 5272);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahvn 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinal dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daera-h (Lembaran Negara Republik
lndonesia Taiun 2017 Nomor 106, Tambahan Lemba-ran
Nega,ra Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Leinbaran Negala Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah (Lemba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 248, Tambaian l€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6279);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbarar Negara Republik
lndonesia Tahun 2019 Nomor 42);

19. Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Ahual pada Pemerinta-h Daerah (Berita Negara Republik
IndonesiaTahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 90 Tahun 20 19
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembalgunar dan Keuangan Daerah (Berita Negam Republik
lndonesia Tahun 2OI9 Nomor 1447Ji

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahui 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angaran 2O2I
(Lembaran Daera-h Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor
10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 3 'tahlon 2O2I tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2O2O tenlang Angga.ran Pendapatan
dan Belaija Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lemba,ran Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 3);

22. Pefaturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Pertanggungiawaban Pelalsanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (lembaran Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 4]t

23. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dal Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021 (BeitaDaerah Kabupaten KlungkungTahun 2020 Nomor
91) sebagaimana telah diubai beberapa kali, tera,khir dengan
Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2O2L IenIaJ\g Perubahan
Keenam Atas Peraturan llupati Nomor 91 Tahun 2O2O tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun
2021 Nomor 751:



Menetapkan :

Pasa.l 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2O2l terdiri atas :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANMN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
202t.

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Pendapatan Transfer

2. Belanja

a. Belanja Operasi

Rp 254.494.496.179,5O

Rp. 853. 102.993.879,06

c. Lainlain Pendapatan yang Sah Ro. 38.426.448.396,37

Jumlal Pendapatan Rp. 1.146.023.938.454,93

1) Belanja Pegawai Rp. 542.315.524.932,00

2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 368.553.400.279,87

3) Belanja Bunga

4) Belanja Subsidi

5) Belanja Hibah

6) Belanja Bantuan Sosial

b. Belanja Modal

c. Belanja Tak Terduga

d. Belanja Transfer

Rp. 17.95O.O22.183,OO

Rp. 9.467.499.800.00

Rp. 93a.2a6.447.194,a7

Rp. 86.144.468.384,03

Rp. 7.91s.531.093,00

Rp. 121.843.7O7.620.00

JumlahBelanja Rp.1.154.190.154.291.90

Surplus/(Defisit) Rp. a-rc6.215.436,97

68.667 .678.339,95

o.oo

Rp. 68.667.678.339.95

RD 60.501.462.502.98

Rp.

Rp.

0,00

0,00

1) Belanja Bagi Hasil Rp. 6.969.820.508,00

2) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 114.873.887.1 12.00

3. Pembiayaan:

a, Penerimaan

b. Pengelua.ran

Jumlah Pembiayaan Neto

Sisa Lebih pembiayaan angga-ran talun berkenaan

Rp

RD



Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimalsud dalam pasal I
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidat terpisahkan da-ri
Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan rea-lisasi anggaJan.

Pasa.l 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimalsud dalam Pasal 3
tercantum dalam l,ampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berla.ku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkal pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatalnya dalam Berita Daera}l Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 23 Agustus 2022

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Sema-rapura
pada tangga.l 23 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

I GEDE PUTU WINASTRA

BEzuTA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022 NOMOR 33


